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BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2005 
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MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa sebagai penyelenggara jaminan pemeliharaan ·. 
kesehatan bagi masyarakat miskin telah ditetapkan Keputusan 
Menteri Kesehatan No. 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang 
Penugasan PT. ASKES (Persero) Dalam Pengelolaan Program 
Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 

b. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud 
huruf a dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
perlu ditetapkan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan bagi Masyarakat miskin dengan Keputusan Menter! 
Kesehatan; 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495); 

2. Undang..:Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Slstim Jaminan 
Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan 
Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadl 
Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1992 Nomor 16); · 

~. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; · 

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
1277/MENKES/SKIXI/2001 tentang Organisasl dan Tam Ke~a 
Departemen Kesehatan 
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MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN TENTANG 
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN 
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2005 

Penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi 
masyarakat miskin tahun 2005, mengacu pada pedoman 
Penyelenggaraan Program J aminan P emeliharaan K esehatan B agi 
Masyarakat Miskin Tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Keputusan ini. 

Daftar masyarakat miskin yang dilayani melalui Program Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2005 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. 

: Jenis dan !)Iafon tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Program 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun. 
2005 di Puskes.mas dan Rumah Sakit sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Ill Keputusan ini. 

Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Pertama agar digunakan 
sebagai acuan bagi instansl pemerintah, PT Askes (Persero), dan 
pemberi pelayanan kesehatan, serta pihak lain yang terkalt dalam 
penyelengg~raan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagl 
Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2005. 

: Terhadap pengelolaan program JPK Gakin yang telah menerima 
dana PKPS BBM Bidkes TA 2004 melalui Dinas Kesehatan maslng­
masing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 752/MENKES/SKIVIIV2004 Jo 
850/MENKES/SKNIII/2004 Tentang Penerima Dana untuk 
Pengelola Program JPK Gakin TA 2004 dan revisinya, masih dapat 
melayani pemeliharaan kesehatan keluarga mlskln dengan 
menggunakan dana yang masih tersedia sampal sisa dana tersebut 
habis. 

: Terhadap Penyelenggara Pelayanan Kesehatan pada sarana 
kesehatan yang telah menerima dana PKPS BBM Bldkes T.A 2004, 
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ~enterl Kesehatan 
Nemer 1215/MENKES/SK/X/2004 tentang Penerlma Dana Program 
Kompensasi Pengurangan Subsldi Bahan Bakar Mlnyak Bldang 
Kesehatan (PKPS-BBM Bldkes) Tahun 2004; Keputusan Menterl 
Kesehatan Nemer : 680/MENKES/SKNI/2004 Tentang Penerima 
Dana Piogram Kompensasl Pengurangan Subsldl Bahan Bakar 
Minyak Bidang Kesehatan (PKPS- BBM Bidkes) Tahun 2004; dan 
Keputusan Menteri Kesehatan Nemer 733/MENKES/S~V2004 jo 
Keputusan Menteri Kesehatan No. 851/MENKES/SK/VIII/2004 
tentang Alokasi Dana Puskesmas dan Bidan dl Desa Untuk Tlap 
Kabupaten/Kota Program Kompensasi Pengurangan Subsldi Bahan 
Bakar Minyak dan revisinya, yang masih memilikl slsa dana, maka 
penyelenggara pelayanan kesehatan tersebut maslh dapat melayanl 
keluarga miskin dengan mempergunakan dana tersebut sampal sisa 
dana habis. 
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Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan 
pendataan sisa dana sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum 
Kellma dan Keenam serta menglnformaslkan poslsl dana per \anggal 
31 Desember 2004 kepada Menteri Kesehatan c/q Sekretarls 
Jenderal Departemen Kesehatan. 

Bagi Penerima Dana PKPS-BBM yang mengalami defisit dalam 
penyelenggaraan program PKPS BBM Bidkes tahun 2004, akan 
diselesaikan oleh Pemerintah setelah dilakukan proses verifikasl 
oleh pejabat pengawas fungsional yang berwenang. 

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor . 781/MENKES/SKNI/2003 Tentang 
Penetapan Daerah Uji Coba Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
Keluarga Miskin (JPK Gakin) dalam PKPS BBM Bldkes 2003, 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 713/MENKES/SKNI/ 2004 
Tentang Penetapan Daerah Pengembangan Jamlnan Pemellharaan 
Kesehatcm Keluarga Miskin (JPK Gakin) dalam PKPS BBM Bldkes 
2004 dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005. 

ITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K) ~ 


